
 

 

 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR    8    TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 100 

ayat (1) huruf a angka 1 (satu) dan huruf b angka 2 (dua) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah               

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,                 

maka Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2015             

tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu 

dilakukan penyesuaian;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian 

Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang                 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
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Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara       

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor          

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang                   

Cipta Kerja; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah               

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara          

Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang               

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5943); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang          

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah                  

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang                

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang          

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 

Nomor 1 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 2 Seri D); 
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15. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D); 

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang                     

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan               

Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020                 

Nomor 11 Seri A); 

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta         

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D); 

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang        

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 

ALOKASI DANA DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 
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4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 

diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas 

Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 

dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah          

organisasi kemasyarakatan yang dibentuk melalui 

musyawarah pengurus RT serta berkedudukan di Desa dan 

Kelurahan diakui sebagai mitra kerja Pemerintah Desa atau 

Kelurahan. 

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah 

organisasi kemasyarakatan yang dibentuk melalui 

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Desa atau Kelurahan. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 

dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus. 
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BAB II 

PENGALOKASIAN ADD 

 

Pasal 2 

 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap 

tahun anggaran. 

(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan 

yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi 

masing-masing Desa dengan mempertimbangkan: 

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 

Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas 

wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

 

BAB III 

PERHITUNGAN, KOMPONEN DAN BESARAN ADD 

 

Pasal 3 

 

(1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan 

dengan menggunakan asas pemerataan dan berkeadilan. 

(2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun          

terdiri atas: 

a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan            

Perangkat Desa; 

b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan          

Perangkat Desa; 

c. kebutuhan tunjangan BPD; 

d. kebutuhan operasional BPD; 

e. kebutuhan insentif Ketua Rukun Tetangga dan           

Ketua Rukun Warga; dan 

f. Alokasi Dana Desa Proporsional. 
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(3) Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud          

pada ayat (2) huruf f, berdasarkan pertimbangan beberapa 

variabel sebagai berikut: 

a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh  

lima persen); 

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh  

lima persen); 

c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh           

lima persen); dan 

d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25%             

(dua puluh lima persen). 

 

Pasal 4 

 

(1) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut: 

a. Ketua BPD paling banyak per bulan sebesar Rp450.000,00 

(empat ratus lima puluh ribu rupiah); 

b. Wakil Ketua BPD paling banyak per bulan sebesar 

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan 

c. Sekretaris dan Anggota BPD paling banyak per bulan 

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 

(2) Besaran operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam          

Pasal 3 ayat (2) huruf d paling banyak per tahun           

sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

(3) Besaran tunjangan kedudukan BPD dan operasional BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa. 

(4) Besaran insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua         

Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

huruf e per bulan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima  

puluh ribu rupiah). 
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Pasal 5 

 

Besaran ADD diberikan kepada Desa yang diperhitungkan dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

ADDM = ADD Minimal adalah Kebutuhan Penghasilan Tetap 

Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan jabatan 

Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan BPD + 

Operasional BPD + insentif Ketua Rukun Tetangga dan 

Ketua Rukun Warga. 

ADDP = (Alokasi ADD - ADDM) X BDx 

Keterangan: 

ADDx = ADD yang diberikan kepada Desa. 

ADDM = Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa + tunjangan jabatan Kepala Desa              

dan Perangkat Desa + tunjangan BPD + Operasional 

BPD + insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua 

Rukun Warga. 

ADDP = ADD Proporsional adalah ADD yang diberikan secara 

proporsional berdasarkan Nilai Alokasi ADD - ADDM 

dikalikan Nilai Bobot Desa. 

BDx = Nilai Bobot Desa. 

 

Pasal 6 

 

(1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah 

penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, 

dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

(2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan koefisien dan indeks dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

Variabel Koefisien Indeks 

Jumlah Penduduk Desa KV1 0,25 

Angka Kemiskinan Desa KV2 0,25 

Luas Wilayah Desa KV3 0,25 

Tingkat Kesulitan Geografis Desa KV4 0,25 

(3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan rumus: 

 

Pasal 7 

 

∑ ADDx = ∑ (ADDM + ADDP) 

BDx = ((0,25 x KV1) + (0,25 x KV2) + (0,25 x KV3) + 

(0,25 x KV4)) 
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Pasal 7 

 

Besaran ADD yang diberikan kepada masing-masing Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Malang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi 

Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015           

Nomor 8 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal   22   Maret   2022 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal   22   Maret   2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

Ttd. 

 

WAHYU HIDAYAT 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2022 Nomor  8  Seri  A 


